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PADA ANGGOTA TNI DITINJAU DALAM HAK ASASI MANUSIA Alviano
Boyko Wijayal, Marthsian Yeksi Anakotta 2 1) Universitas Katolik
Darma Cendika, Surabaya, Indonesia. Email:
alviano.wijaya@student.ukdc.ac.id 2) Universitas Katolik Darma
Cendika, Surabaya, Indonesia. Email: marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Corresponding Author: Alviano Boyko Wijaya ABSTRACT The purpose of
the text is to examine the issue of homosexual act committed by by TNI
member from a human rights perspective. The research used is
doctrinal legal research. The results of this study can be concluded that
homosexsual act commited by TNI member is contrary to article 281
paragraph (1) of the KUHP. In addition especially in TNI internal
regulations include the telegram of the TNI commander number
ST/398/2009 Jo. ST/1648/2019 as emphasized in the supreme court
circular letter number 10 of 2020. Homosexsual act also contarty with
the human rights in Indonesian as stated in article 28 J paragraph (2) of
the UUD 1945 Jo. Article 70 UU HAM. The limitations on the application
of human rights that apply in Indonesia are based on considerations of
moralitry,_security and public policy in a democratic society, so that
homosexsual act coomited by TNI members is a contrary toi the
provisions of the law that are upheld so that actions coomited by TNI
member must be dealt with firmly. Keywords: Homosexsual, TNI
Member, Human Rights. ABSTRAK Tujuan penulisan ini yaitu untuk
menelaah isu tentang perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh
anggota TNI dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian yang
digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh
anggota TNI bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) KUHP selain itu
dalam peraturan internal TNI telah tercantum Surat Telegram Panglima
TNI Nomor ST/398/2009 Jo. ST Nomor ST/1648/2019 sebagaimana
yang dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun
2020. Perbuatan homoseksual juga bertentangan dengan konsep hak
asasi manusia yang berlaku di Indoensia sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Hak
Asasi Manusia. Batasan penerapan hak asasi manusia yang berlaku di
Indonesia berlandaskan pada pertimbangan moral, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sehingga
perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh anggota TNI bertentangan
dengan ketentuan-ketentyan hukum yang dihidupi sehingga perbuatan
yang dilakukan oleh anggota TNI harus ditindak tegas. Kata Kunci:
Homoseksual, Anggota TNI, Hak Asasi Manusia. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat bukan machtstaat),
sebagaimana yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang_Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Konsekuensi Yuridis sebagai
negara hukum yaitu; Menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia
(HAM), supremasi hukum (supremacy of law), tindakan pemerintah
harus berlandaskan pada hukum, menjamin setiap warga negara
berkedudukan sama dihadapan hukum (equality before the law) dan
pembagian kekuasaan lembaga negara secara tegas atau biasa yang
disebut dengan Trias Politika.1 Pembagian kekuasaan secara tegas
antara lembaga negara Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif dalam konteks
negara hukum mempunyai maksud dan tujuan yaitu supaya tidak terjadi
kekuasan absolutism sehingga dalam birokrasi pemerintahan tercipta
check and balances, selain itu pembagian kekuasaan dibutuhkan guna
menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Konsep pemisahan kekuasaan
idealnya menghantarkan pada sistem pemerintahan yang bersih dan
tata pelaksanaan yang baik (good governance). Mengutip teori dari
Montesquieu terkait dengan trias politika yang esensinya; kekuasaan
legislatif sebagai lembaga negara yang mempunyai tanggung jawab
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untuk membentuk Undang-Undang, kekuasaan eksekutif sebagai
lembaga negara yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan
Undang-Undang sedangkan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga
negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjatuhkan
hukuman (punishment) dan putusan yang dilaksanakan oleh lembaga
peradilan. Realisasi konsep pemisahan kekuasaan yang tercermin dari
teori Montesquie, bahwa terdapat pemisahan lembaga negara yang
secara tegas dengan membagi kekuasaan peradilan menjadi lembaga
tersendiri.2 Pembagian kekuasaan lembaga peradilan menjadi lembaga
kekuasaan tersendiri mempunyai maksud dan tujuan yaitu supaya
lembaga peradilan bebas dari intervensi atau campur tangan dari pihak
lain selain itu independensi dari lembaga peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan yang berorientasikan kepada Pancasila dan
Undang-Undang _Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 supaya
dapat mencerminkan tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan) bagi para pencari keadilan. Berdasarkan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan kehakiman) menyatakan
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di 1 Azwad Rachmat Hambali, (2021).
Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam
Konsep Negara Hukum. Kalabbirang Law Journal, Vol. 3. No. 1 (2021),
him. 49. 2 Ruhenda et.al, (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap
Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. Jounal of
Governance and Social Policy, him. 65. bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan
Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan subsistem atau bagian dari
hukum nasional yang eksistensinya sesuai dengan kepentingan
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Eksistensi peradilan
militer merupakan spesialisasi atau pengkhususan yang susunannya dan
kekuasaannya dikhususkan untuk anggota TNI atau seseorang yang
dipersamakan dengan militer. Penerapan dasar hukum bagi anggota TNI
atau seseorang yang dipersamakan dengan militer mengacu pada
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain berlandaskan pada
hukum positif anggota TNI juga berpedoman pada kekhususan yang ada
dalam militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan
Hukum Disiplin Militer selain itu terdapat sendi- sendi kehidupan militer
seperti sumpah prajurit, sapta marga, delapan wajib TNI, dan sebelas
asas kepemimpinan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan semakin ketatnya
aturan hukum yang ada maka secara tidak langsung semakin
mempersempit ruang gerak anggota TNI supaya tidak melakukan
perbuatan yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum yang
telah diatur. Namun, faktanya masih terdapat penyimpangan yang
ditemukan dalam Anggota TNI salah satu contohnya seperti
penyimpangan seksual homoseksual. Seperti yang tercantum dalam
putusan nomor 23-K/PM.III-12/AD/I1/2020 dalam hal ini Terdakwa
diduga telah melakukan penyimpangan seksual yang berorientasi
homoseksual yang dilakukan pada sesama anggota militer dan 2 (dua)
aparatur penegak hukum selain militer yaitu anggota polisi yang
berdinas di Sidoarjo serta dengan seseorang yang mengaku sebagai
pegawai kejaksaan di Kalimantan. Adapun, terdapat 2 (dua) pasal
dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan (Pasal
281 ayat (1) KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM) yang bersifat
opsional sehingga mengharuskan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer
III-12 Surabaya untuk menentukan dakwaan alternatif manakah yang
dinilai sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menelaah
putusan dengan nomor register 23-K/PM.III-12/AD/11/2020 khususnya
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mengenai ratio decidendi hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan
dengan perbuatan homoseksual terhadap anggota TNI kemudian
ditinjau dalam perspektif HAM apakah eksistensi perbuatan
homoseksual relevan untuk diterapkan dalam konteks negara hukum
(Indonesia) yang notabene menghormati hak asasi manusia. METODE
PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research). Penelitian yuridis
normatif merupakan penelitian yang mengkaji terkait dengan instrumen
hukum, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum.3 Penelitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan
pendekatan konseptual. Objek 3 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian
Hukum. Mataram: Mataram University Press, him. 47-48. kajian dalam
penelitian ini yaitu Putusan dengan nomor register 23-K/PM.III-
12/AD/11/2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
data sekunder, data sekunder bersumber dari studi kepustakaan. Data
sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung oleh
peneliti, data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terdiri
dari; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. HASIL DAN PEMBAHASAN Ratio Decidendi Hakim dalam
Mengadili Perkara Homoseksual pada Anggota TNI Hakim sebagai salah
satu aparatur penegak hukum mempunyai tugas dan tanggungjawab
yang besar, karena setiap putusan yang berhasil dilahirkan seyogianya
harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi
para pencari keadilan. Idealnya untuk mewujudkan tujuan hukum
tersebut Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang_hidup dan
berkembang di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5
ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berarti hakim dianggap telah
mengerti terkait dengan dasar hukum yang akan diaplikasikan pada
ratio decidendi dalam putusan. Pengaplikasian dasar hukum idealnya
harus dinilai berdasarkan barang bukti yang terungkap dalam
persidangan dan fakta hukum yang ada kemudian dikonstruksi
berdasarkan pada dasar hukum yang relevan dan beradsarkanpada
keyakinan Hakim (hati nurani hakim). Namun keyakinan hakim tidak
dapat digunakan dengan bebas artinya terdapat limitatif bagi Hakim
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Idealnya
limitatif tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang mengatur terkait
dengan asas legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege
poenali) seseorang tidak dapat dipidana jika peraturan perundang-
undangan tidak mengatur terkait dengan perbuatan tersebut.
Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Militer
ITI-12 Surabaya dalam putusan Nomor 23-K/PM.III-12/AD/I1/2020
bersumber dari dua pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu
dakwaan pertama bersumber dari Pasal 281 ayat 1 KUHP dan dakwaan
kedua bersumber dari Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Berdasarkan dakwaan
dari Oditur Militer karena dalam hal ini terdapat 2 alternatif Pasal yang
harus disesuaikan dengan fakta hukum dan barang bukti yang ada
dalam persidangan maka Hakim mempertimbangkan dan menilai sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang
terungkap dalam fakta hukum yang ada dalam persidangan. Fakta
hukum dalam putusan ini tercermin dari keterangan para saksi,
keterangan terdakwa dan surat-surat yang dijadikan sebagai barang
bukti dalam persidangan. Adapun fakta hukum yang telah dikonstruksi
dari alat bukti diatas dan diaplikasikan dengan dakwaan pertama dari
Oditur Militer yang bersumber pada Pasal 281 ayat (1) KUHP
menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan.” Berdasarkan pasal tersebut terdapat 2 (dua) unsur yang
harus dibuktikan dengan fakta hukum dan barang bukti yang ada dalam
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persidangan. Adapun 2 unsur yang dimaksud sebagai berikut: a.
Barangsiapa. Unsur barangsiapa lebih menitikberatkan pada subjek
hukum dari tindak pidana, subjek hukum yang dimaksud yaitu setiap
orang atau siapa saja yang telah melakukan perbuatan yang melawan
hukum.4 Selaras dengan substansi yang telah diatur dalam Pasal 2
KUHP yang esensinya menyatakan bahwa “Aturan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang
melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.” Berdasarkan Pasal
tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap orang dalam hal ini
anggota TNI juga dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam
frasa barangsiapa tersebut, sehingga terdakwa yang notabene anggota
TNI termasuk di dalamnya. Dalam hal ini Terdakwa masuk menjadi
Prajurit TNI AD melalui seleksi calon bintara (Secaba) di Jember pada
tahun 2008, setelah dinyatakan lulus maka Terdakwa ditempatkan di
Denma Divif 2 Kostrad Malang berpangkat Sersan Kepala (Serka)
sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan homoseksual. Fakta
hukum selanjutnya yaitu Terdakwa dalam persidangan dalam kondisi
sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan ketika Terdakwa bisa
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Oditur Militer dan
Penasihat Hukumnya sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk
bertanggung jawab terkait dengan perbuatannya, sehingga unsur
barangsiapa telah terpenuhi. b. Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan. Dengan sengaja (dolus) merupakan bagian dari kesalahan
(schuld), selaras dengan penjelasan menurut Memorie Van Toelichting
yang esensinya menyatakan seseorang yang berbuat salah dengan
kesengajaan (opzet) pada intinya seseorang tersebut tidak
menggunakan kemampuannya, kecakapannya, kehendaknya dengan
sebagaimana mestinya justru dalam hal ini dibuat dengan kesesatan
berpikir (logical fallacy) atau keliru sehingga perbuatan tersebut
dilakukan atas faktor kesengajaan dalam perbuatan tindak pidana.5
Selanjutnya dalam unsur kedua terdapat frasa “terbuka”. Pemaknaan
kata terbuka yaitu tersingkap, tidak tertutup dan dapat diketahui oleh
khalayak umum. Merujuk pada Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Mei
1902 yang esensinya menyatakan perbuatan yang melanggar susila di
depan khalayak umum, bukan saja perbuatan tersebut hanya dapat
dilakukan di tempat yang tidak tertutup dan yang dapat dikunjungi oleh
setiap orang melainkan perbuatan tersebut dapat juga dilihat dari
tempat umum meskipun perbuatan tersebut tidak dilakukan di tempat
umum.6 Dalam unsur yang kedua terdapat frasa "melanggar
kesusilaan”. Pemaknaan kata kesusilaan yaitu sopan santun, adab dan
adat istiadat yang baik. Melanggar kesusilaan berarti bertentangan
dengan sopan santun, adab dan adat istiadat yang baik. Melanggar 4
Rony A. Walandouw, et.al, (2020), Unsur Melawan Hukum yang
Subjektif dlam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP, Lex Crimen
Vol. IX, No. 3, him. 252. 5 Tristam Pascal Moeliono. 2021. Terjemahan
Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan
Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda dan
KUHP Indonesia). Jakarta Selata: Institute for criminal justice reform,
him. 104. 6 Alicia Pangemanan. 2018. Tindak Pidana dengan Senagaja
dan terbuka Melanggar Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP (Kajian
Putusan Mahkamah Agung Nomor 446/K/PID/2017), lex Crimen Vol. 7,
No. 3, him. 61. kesusilaan dalam konteks asusila mengarah pada
perbuatan yang bertentangan, merusak, dan melawan adat istiadat,
norma agama, norma kesopanan, dan nilai-nilai yang dihidupi oleh
masyarakat (living law), dalam delik asusila perbuatan tersebut dapat
dikatakan bertentangan apabila perbuatan tersebut mengarah pada hal-
hal yang berhubungan dengan “alat kelamin” yang berdampak pada
perasaan jijik, perasaan malu dan menimbulkan nafsu birahi. (Misalnya
merabah buah dada, memegang alat kelamin wanita atau laki-laki).
Dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan homoseksual
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sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum berikut: Terdakwa
tinggal di rumah susun Divif 2 Kostrad lantai IV kamar nomor 413 Kab.
Malang sejak tahun 2009. Terdakwa saat berpangkat Sersan Dua
(Serda) mengenal dengan Saksi 4 selaku atasan terdakwa di Mess Divisi
Infanteri 2 Kostrad Jakarta ketika ada acara rapat. Selanjutnya pada
tahun 2012, terdakwa menghubungi Saksi 4 untuk menginformasikan
bahwa dirinya sedang berada di Mess Divisi Infanteri 2 Kostrad Jakarta,
kemudian Saksi 4 menerangkan bahwa Ia akan berkunjung ke
kediaman terdakwa dan terdakwa mempersilahkan Saksi 4 untuk
berkunjung. Bahwa Saksi 4 berkunjung di kediaman terdakwa, lalu
melihat kamar yang ada di mess selanjutnya Saksi 4 merayu terdakwa
untuk melakukan hubungan badan. Atas rayuan dari Saksi 4, Terdakwa
dan Saksi 4 melakukan hubungan badan dengan cara berciuman lalu
saling terangsang kemudian Saksi 4 meminta untuk memasukan alat
kelaminnya ke dalam anus terdakwa dan dinaik-turunkan sekitar 5
menit. Dalam hal ini terdakwa merasa kesakitan setelah Saksi 4
memasukan alat kelaminya kedalam anus terdakwa, kemudian Saksi 4
melepaskan alat kelaminnya dari anus terdakwa dan kemudian
terdakwa keluar meninggalkan Saksi 4. Terdakwa menyadari bahwa
perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada
lesbian, gay, bisexsual, transgender (LGBT), terdakwa dikategorikan
sebagai gay (ketertarikan terhadap sesama laki-laki) dan bisexsual
(ketertarikan dengan perempuan dan laki-laki), ironisnya dalam hal in
terdakwa telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa Saksi
4 Serka Gas (hama samaran) ketika masih kecil mendapatkan
pelecehan homoseksual oleh seorang pegawai sablon a.n. Imet (nama
samaran), pelecehan tersebut berlangsung berkali-kali sampai dengan
Imet berkeluarga. Saksi 4 mengakui pernah melakukan perbuatan
homoseksual dengan sesama anggota TNI yang berjumlah 10 prajurit
(dengan pangkat yang berbeda diketahui anggota yang pernah
berhubungan dengan saksi 4 yaitu berpangkat Sersan Dua(Serda),
Sersan Satu(Sertu), Sersan Kepala(Serka), Sersan Mayor (Serma),
Kapten, Mayor dan Letnan Kolonel (Letkol) serta 2 orang sipil. Bahwa
benar saksi 1 Serka Dadang (nama samaran) dan saksi 2 Kapten
Waluyo (nama samaran) pernah mengetahui adanya ST Kasad No.
ST/2497/2012 yang substansinya menekankan prajurit dilarang untuk
melakukan tindakan asusila baik keluarga besar tentara (KBT) ataupun
perbuatan penyimpangan tindak asusila LGBT. Meskipun dalam hal ini
terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui adanya
Surat telegram tersebut (fiksi hukum) tetap berlaku. Empat tahun
setelahnya tepatnya pada tahun 2016 terdakwa mengenal dengan saksi
5 Lettu Cahyo (nama samaran) dan berkomunikasi menggunakan
aplikasi wechat, kemudian terdakwa dan saksi 5 bertemu di depan Ajen
Divif 2 Kostrad saat saksi 5 menjadi perwira remaja yang pada saat itu
ditampung di Divif 2 Kostrad. setelah perkenalan tersebut, terdakwa
mempersilahkan saksi 5 jika ingin berkunjung ke Divif 2 Kostrad lantai
IV kamar nomor 413 Malang, kemudian saksi 5 mengkonfirmasi jika
ingin berkunjung di kediaman terdakwa. Setelah sampai di mess,
kemudian terdakwa mempersilahkan masuk saksi 5 lalu terdakwa
menutup pintu dan menguncinya. Lalu keduanya berbincang-bincang
kemudian keduanya saling merespon mata dan kemudian mereka mulai
berciuman, berpelukan dan menggesek-gesekan alat kelamin sampai
merasakan nafsu birahi dengan dibuktikan bahwa alat kelamin dari
keduanya tegang. Kemudian keduanya berpelukan dan bergumul dari
ruang tamu ke kasur namun belum sampai dengan klimaks keduanya
menghentikannya tanpa alasan yang jelas, dan dilanjutkan dengan
berbincang-bincang kemudian saksi 5 pamit pulang. Adapun ruang tamu
yang digunakan untuk melakukan perbuatan homoseksual oleh
terdakwa dan saksi 5 dilakukan di tempat yang terbuka karena diatas
pintu terdapat lubang yang ada ventilasi, dan dibawah ada tempat
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duduk sehingga seseorang bisa melihat perbuatan tersebut, selain itu
pada bagian dapur ada kerangka besi yang terbuka sehingga penghuni
rusun 414 dapat melihat perbuatan terdakwa dan saksi 5. Rusun nomor
413 bukan rumah pribadi milik terdakwa melainkan milik Denma Divif 2
Kostrad sehingga sewaktu-waktu Dandenma Divif 2 Kostrad bisa masuk
ke kamar nomor 413. Selain melakukan perbuatan homoseksual dengan
saksi 4 dan saksi 5 terdakwa juga menjalin hubungan dengan anggota
polisi yang berdinas di Sidoarjo a.n. Sarso (nama samaran) dan pegawai
kejaksaan di Kalimantan a.n. Jiku (nama samaran). Selanjutnya
terdapat chat terdakwa dengan Samri (laki-laki) tertanggal 18 Juni 2019
yang isinya terdapat kalimat “VC dan panggilan sayang.” Hal ini
merupakan alat bukti petunjuk bahwa terdakwa tertarik dengan sesama
jenis. Saksi 1 dan saksi 2 telah melakukan pemeriksaan terhadap
terdakwa tertanggal 22 Juli 2019 dan 5 Agustus 2019 dari hasil
pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan
homoseksual dengan saksi 4 dan saksi saksi 5. Atas perbuatan tersebut
selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa melakukan
pemeriksaan terhadap kesehatannya dan terdakwa dinyatakan positif
human immunodeficiency virus (HIV). Bahwa berdasarkan fakta hukum
diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa unsur kedua “Dengan
sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi. Dasar
hukum dakwaan pertama dari Oditur Militer telah terpenuhi, selain itu
fakta hukum di atas juga didukung dengan alat bukti yang didapatkan
dalam persidangan adapun alat bukti yang ditemukan dalam
persidangan telah cukup bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal
171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya
disebut UU PM) yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2
(dua)_alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Berdasarkan alat bukti di atas yang bisa didapatkan dari
persidangan yaitu keterangan saksi (saksi 1 Serka Dadang, saksi 2
Kapten Waluyo, saksi 3 Serka Alon, saksi 4 Serka Gas dan saksi 5 Lettu
Cahyo, keterangan terdakwa, petunjuk (berupa chat antara terdakwa
dengan Samri (laki-laki) bahwa terdapat kata “terdapat kalimat “VC dan
panggilan sayang” dan surat-surat (satu lembar foto HP merk Samsung
warna hitam, satu lembar foto hasil chatting, satu lembar hasil
pemeriksaan laboratorium dari RS. Tk. U dr Soepranoen atas nama
terdakwa, dan satu lembar foto rusun dan kamar terdakwa) sehingga
dalam hal ini Pasal 171 UU PM telah terpenuhi. Tuntutan Oditur Militer
terhadap terdakwa agar dijatuhi pidana, terdapat pidana pokok yaitu
dipenjara selama 10 bulan dan pidana tambahan yaitu dipecat dari
Dinas TNI AD. Dalam hal ini penasihat hukum terdakwa menanggapi
tuntutan dari oditur militer dengan mengeluarkan pledoi, agar terdakwa
dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim
dalam memutus perkara harus mempertimbangkannya dengan tujuan
hukum (kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan). Mengingat
tujuan hukum bukan hanya semata-mata untuk balas dendam
melainkan untuk memberikan efek jera supaya terdakwa tidak
mengulangi perbuatannya lagi.7 Terdapat hal-hal yang meringankan dan
memberatkan dalam fakta persidangan yang dapat dijadikan sebagai
pertimbangan bagi hakim dalam putusan. Hal-hal yang dapat
meringankan hukuman terdakwa: 1. Terdakwa belum pernah dijatuhi
hukuman pidana maupun hukuman disiplin militer, terdakwa tidak
mempersulit jalannya persidangan, dan 2. Terdapat beberapa
penghargaan atau prestasi yang telah diperoleh terdakwa. Sedangkan
hal-hal yang memberatkan: 1. Terdakwa melanggar sapta marga butir
kelima8 dan sumpah prajurit butir kedua9 2. Perbuatan terdakwa
dilakukan secara berlanjut,dan 3. Perbuatan homoseksual yang
dilakukan oleh terdakwa dikategorikan sebagai pelanggaran berat
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(larangan bagi prajurit yang melakukan hubungan asusila sesama
jenis). Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan
dilandasi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh
karena terdakwa telah dinyatakan positif HIV tertanggal 7 Agustus 2019
maka selayaknya terdakwa harus diberi kesempatan untuk mengobati
penyakitnya dengan tujuan supaya tidak menular ke orang lain,
sehingga tuntutan dari oditur militer dalam pidana pokok (pidana
penjara) harus dipertimbangkan. Selain itu oditur militer juga menuntut
supaya terdakwa dipecat dari militer, maka hal tersebut harus
dipertimbangkan 7 Usman, 2011, Analisis Perkemabngan Teori Hukum
Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, him. 67-76 8 Bunyi dari sapta marga butir
ke-5 yaitu kami prajurit TNI memegang teguh disiplin patuh dan taat
kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan
prajurit. 9 Bunyi dari sumpah prajurit butir ke-2 yaitu tunduk pada
hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. berdasarkan pada
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa
melakukan penyimpangan seksual yang berorientasi homoseksual
secara berlanjut pada tahun 2012 dengan saksi 4, kemudian pada tahun
2016 terdakwa kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan saksi 5
bahkan perbuatan tersebut dilakukan dengan aparatur penegak hukum
selain militer. Idealnya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa
bertentangan dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh anggota TNI dan
perbuatan tersebut mencoreng, mengguncang dan merusak nama baik
militer khususnya kesatuan terdakwa apabila dipertahankan dari dinas
militer tentunya akan berdampak dan mempengaruhi prajurit TNI yang
lain sehingga perbuatan tersebut harus ditindak secara tegas.
Konsekuensi yuridis terkait dengan pemecetan dari dinas militer
menurut hukum berimplikasi atas hilangnya semua hak-hak yang
diperolehnya dari militer (Pasal 26 ayat 2 KUHPM). Bahwa atas dasar
dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa
telah terbukti dan secara sah meyakinkan bersalah telah melakukan
tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP,
dalam hal ini Majelis Hakim memidana terdakwa dengan pidana pokok
selama 8 bulan (dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan)
dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD.
Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 23-K/PM.III-12/AD/11/2020
berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Instrumen
hukum yang mengatur tentang perbuatan homoseksual pada dasarnya
telah diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI nomor ST/398/2009
tanggal 22 Juli 2009 Jo. ST Nomor ST/1648/2019 tertanggal 22 Oktober
2019 yang esensinya mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI untuk
melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama
(homoseksual atau lesbian), diterapkan dengan ketentuan Pasal 103
ayat (1) KUHPM. Surat Telegram Panglima tersebut juga dicantumkan
dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan. Dengan adanya Surat Telegram Panglima tersebut
seharusnya menjadi rambu-rambu bagi anggota TNI untuk tidak
melakukan perbuatan homoseksual, rambu-rambu tersebut dapat
diinterpretasikan sebagai batasan atau parameter yang seharusnya
tidak boleh dilanggar secara khusus oleh anggota TNI. Batasan yang
telah diatur dalam ST/398/2009 Jo. ST/1648/2019 terlihat dengan jelas
dalam putusan Nomor 23-K/PM.I11-12/AD/11/2020 bahwa terdakwa
dalam hal ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam
ST Panglima tersebut, padahal dalam hal ini Kepala Satuan Angkatan
Darat pada kesatuan terdakwa (Divif 2 Kostrad) menindaklanjuti ST
Panglima dengan dikeluarkannya (ST Kasad No. ST/2497/2012 yang
substansinya menekankan prajurit dilarang untuk melakukan tindakan
asusila baik keluarga besar tentara (KBT) ataupun perbuatan
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penyimpangan tindak asusila LGBT). Sehingga ketentuan yang telah
diatur dalam surat telegram tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa.
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi anggota TNI tindakan
tersebut juga bertentangan dengan konsep HAM yang berlaku di
Indonesia. HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada
manusia yang melekat pada setiap individu, sehingga eksistensi HAM
wajib untuk dijaga dan dilindungi. HAM merupakan hak dasar yang
secara kodrati telah melekat pada setiap individu manusia yang bersifat
universal dan langgeng oleh karena itu HAM perlu dijaga, dilindungi,
dipertahankan dan tidak tidak boleh dikurangi.10 Selaras dengan bunyi
dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang
menyatakan HAM adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manuisa sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung_tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang_demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU HAM dapat diketahui bahwa eksistensi
HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan
hukum. Dengan adanya HAM tersebut, bukan berarti setiap individu
bebas untuk melakukan hal apapun atau perbuatan apapun dengan
berlindung dibawah naungan hak asasi manusia dalam konteks negara
hukum yang berlaku di Indonesia terdapat limitatif, parameter dan
batasan yang harus dijadikan sebagai tolok ukurnya. Limitatif HAM telah
diatur dalam Konstitusi yaitu merujuk dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “"Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Konstitusi telah mengatur
tentang batasan hak asasi manusia, konsekuensi yuridisnya maka setiap
orang wajib tunduk pada batasan yang telah diatur oleh konstitusi. Hak
asasi manusia bisa ditegakan apabila setiap orang sadar atas
seperangkat kewajibannya dalam menjalankan hak asasi manusia
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU HAM. Dengan demikian
setiap orang (termasuk anggota TNI) wajib untuk menjaga dan
menghormati HAM, karena seperangkat kewajiban tersebut jika tidak
dilaksanakan maka akan berdampak pada tegaknya hak asasi manusia
di Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-
Bangsa yang juga mengakui, menghormati, dan menghargai Universal
Declaration on Human Rights (UDHR) sebagai landasan dalam
menegakkan HAM di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 29
ayat (2) UDHR yang menyatakan bahwa: “In the exercise of his right
and freedom, everyone shall be subject only to such limitations as are
determined by law solely for the purpose of securing due recognition
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the
just requirements of morality, public order and the general welfare in a
democratic society”. Pasal tersebut menekankan bahwa terdapat
batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan 10 Febby
Shafira Dhamayanti, 2022, Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai
LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia,
IPMHI Law Journal Vol. 2 No. 2, him. 220. tujuan untuk menjaga,
mengakui dan menjamin terkait dengan pengakuan hak asasi manusia
orang lain. Batasan tersebut bersumber dari nilai-nilai moral, ketertiban
umum, dan kesejahteraan masyarakat yang demokratis. Putusan nomor
23-K/PM.III-12/AD/11/2020 telah mencerminkan tujuan hukum, hal ini
selaras dengan konsep negara hukum dimana salah satunya
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menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Putusan nomor
23-K/PM.III-12/AD/11/2020 dalam melahirkan putusannya tercermin
pada batasan-batasan yang telah diatur dalam UUD 1945, UU HAM, dan
UDHR batasan yang dimaksud berdasarkan pada moralitas, etika, nilai-
nilai yang dihidupi oleh masyarakat, nilai-nilai agama, dan
kesejahteraan masyarakat yang demokratis, sehingga putusan nomor
23-K/PM.I11-12/AD/11/2020 tidak hanya menjaga kepentingan militer
namun untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan
kepentingan umum. KESIMPULAN Putusan nomor 23-K/PM.III-
12/AD/11/2020 lahir setelah adanya konstruksi dari fakta hukum yang
ada dalam persidangan yang didasarkan pada ratio decidendi, ratio
legis, dan keyakinan dari Majelis Hakim sehingga putusan tersebut telah
mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ratio
decidendi yang diaplikasikan atas perbuatan terdakwa bersumber pada
Pasal 281 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan dengan fakta hukum yang
terungkap dalam persidangan kemudian ditinjau dari perspektif hak
asasi manusia maka perbuatan terdakwa telah bertentangan dan
mengkesampingkan batasan-batasan yang telah diatur oleh Undang-
Undang, nilai-nilai moral, etika, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum. Konstitusi telah mengatur mengenai batasan-batasan
dalam pengaplikasian hak asasi manusia maka seyogianya batasan-
batasan tersebut harus dijalankan guna menjamin tegaknya hak asasi
manusia di Indonesia. Perbuatan homoseksual secara khusus yang
dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang dihidupi
oleh anggota TNI dan tindakan tersebut juga bertentangan dengan
konsep hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia sehingga
perbuatan homoseksual dalam anggota TNI harus ditindak tegas.
DAFTAR PUSTAKA Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap
Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan
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Lex Crimen , 61. Ruhenda, Heldi, Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020).
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ABSTRACT
The parpose of the el 15 bo examine e isae of homosexiol act conpeitied by by TNT member
from a human rights perspective. The research wused is doctrinal legal research. The results of
this stighy can be conclisded that fomosexsual act commited by TND member is contrary fo article
281 paragraph (1) of the KUHP. In addivion especially in TN internal regulations include the
telegram of the TNF communder number STI398/2009 Jo_ STH648/ 2000 as emphasized in the
supreme court cirenlar ferter number 10 of 2020. Homosexsnal act also confarty with the human
righis in Dndenesion as stated in ariicle 28 J paragraph (21 of the UUD 1945 Jo, Arpicle 70 UU
HAM, The limitaticns on the application of human rights thar apply in fndonesia are boved on
consideratfons of movalitey, security and public policy In a democratic soclety, so that
homosexsual acr coomited by TNI members is a contrary tai the provisions of the law that are

wprheld go that actions commited by TNI member miust be dealt with firmiy,
Keywords: Homosersual, TNF Member, Human Righis,

ABSTRAK
Tujuan pemulisan ini vaime untuk menelaalb isu entang perbuatan homoseksoal yang dilakukan
oleh anggota TNI dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Penelitian yang digunakan yaitu
penelitian yuridis normatif. Hasil dalam penelition ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan
homoseksial vang dilakokan oleh anggota TINT bertentangan dengan Pasal 281 ayai (1) KUHP
selain ftu dalam peraturan internal TNI telah tercantum Surat Telegram Panglim@r NI Nomor
STRYR2009 Jo. 8T Nomor ST/1648/2019 scbagaimana yang dipertegas dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomar 10 Tahun 2020, Perbuatan homoseksual juga bertentingan dengan
konsep hak asasi manusia vang berlaku di Indoensia sebagaimana vang tercantum dalam Pasal
28 1 ayat () UUD 1%45 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Hak As@ Manusia. Batasan penerapan
hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia berlandaskan pada pertimbangan moral. keamanan.,
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dhan ketertiban umum dalam suat masyarakal demokeans, sehingga perbuatan homoseksual vang
dilakukan oleh anggoin TN] bertentangan dengan ketentuan-ketentysn hukum vang dihidopi
schingga perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus ditindak tegas,

Kata Kunci: Homoseksual, Anggota TNI, Hak Asasi Manusia.

PEMDAHULLU AN

Indonesia merupakan negara hukum {rechrsrgy bukan machistaar), sehagaimana yang
tercantum =ecard eksplisit dalam Pasal | ayar (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indenesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan LD 19455, Konsekwensi Yuridis sebaga
negarn hukum yaitu; Menjunjung dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), supremasi
hukum {swpremocy of fow), Bndakan pemenntah harus berlandaskan pada hukem, mengamin
setinp warga negara berkedudukan sama dihadapan hukum fequality before the faw) dan
pembagian kekonsaan lembaga negara secara tegas atau biasa yang disebul dengan Trias
Politika.'

Pembagian kekuasann secara tegas antara lembaga negara Eksekutif, Yudikatid. dan
Legslatif dalam konteks negarn hukum mempunyai maksud dan tujuan yaitu supaya tidak terjadi
kekuazan aboclation sehingea dalam birckeasi pemenntahan tercipta check oand balanees, selain
ity pembagian kekwasaan dibutshkan guna mencipiakan penvelengzarain negara yang bersih dan
bebas dari Kompsi, Kolosi dan Nepotisme (KKN). Konsep pemisahan kekunsasn ideainya
menghantarkan pada sistem pemerintahan yang bersih dan ata pelaksanzan vang baik | pod
gevermarce ). Mengutp eon dan Montesquieu teckair dengan rias polinka yvang esensinya;
kekuasaan legislatit sebagai lembaga negara yang mempunyai tanggung jawab untuk membentuk
Undang-Undang. kekuasaan eksekunif sebagai lembaga negara vang mempunya tanggung jawah
untuk melaksanakan Undang-Undang sedangkan kekuasaan vudikanif sebagai lembaga negara
yang mempunyai igss dan anggung jawsb untuk menjaiuhkan hukuman (parisieanens) dan
putusan yang dilaksanakan cleh lembaga peradilan, Beali=asi konsep pemisahan kekuasaan vang
tercermin dan teorn Montesquie, bahwa terdapar pemisahan lembagn negara vang secira legas
dengan membagi kekuazaan peradilan menjadi lembaga tersendiri.”

Pembagion  kekuasaan lembaga peradilan  menjadi  lembaga  kekuvasaan  tersemdirn
mempunyal maksud dan tejuan yailu supayva lembaga peradilan bebas dari imtervens) atau
campur tangan dari pithak lain selain ity independensi dari lembagp peradilan guna mencgakkan
hiukum dan keadilan vang beronentasikan kepada Pancasila dan Undang-Unding Dazar Megara
Eepublik Indonesia Tahun 1945 sepaya dapsl mencerminkan tujuan hukom (kepastian hukum.
keadilan dan kemanfaatan) bagigypra pencari keadilan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tshun 200% tentang &kuumm
Kehakiman (selanjummya disebul dengan UL Kekuasaan kehakiman) menyatakan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebosh Mahkamah Agung dan Badan Peradilain yang berada di

b mawod Rachar Hosthli, 1M1 b Kemesrde b Bk dan Kemmdiceon Keliuessan Eelakinm dilas Ko Negars Hulum, Kalabivuog
Laiw. Fovaemmid \'lﬁ:"h'l I £IE1 Y, . &,

o Bohends oo, [ M40 Tingoon Tres Foboks Terhodap Terbeminknya Sisiem Peliik dan Pemennizghan di ndoness. Al of Govemance
e Sl Py Lk 6.
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(6]

bawahnys dalam lingkungan Peradifan Umum, Peradilon Agama. Peradilan Tata Usaha Negara,
dan Peradilan Militer. Peradilan militer merupakan subsistem atau bagian dan hukum nasional
yvang eksistensinya sesual dengan kepentuingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara,
Eksistensi peradilan militer merupakan spesinlisasi aton pengkhususan yang susunannya dan
kekuasaannya dikhususkan untuk anggots TNI atau seseorang vang dipersamakan dengan
milater,

Pencrapan dasar hokum bagi anggolz THI atau sescorang yang dipersamakan dengan
militer mengacu pada hukum positif yang beriaku di Indonesia. Selain berlandaskan pada hukum
positif angeota TN juga berpedoman pada kekhususan vang ada dalam militer seperti Kitsb
Undang-Undang Hukum Pidana Militer don Hukum Disiplin Militer selain itu terdapat sendi-
sendi kehidupan militer seperti sumpah prajurit, sapta marga, delapan wajib TNL dan sebelas
asas kepemimpinan vang dijadikan dasar atau pedoman dalam melaksanakan tegas dan tangpung
Jawabnya.

Dengan semakin ketatnya aturan hukum yang ada maka secarn tidak langsung semakin
mempersempil rEng gerak anggota TN supaya tidak melakukan perbuatin vang menyimpang
dan melanggar ketentuan hokum yang  telsh diatur. Namun., faktanya masih  terdapat
penvimpangan yang ditemukan dalam Anggota TNEnu.uh salu contohnya sepertl penyimpen gan
seksual homoseksoal, Seperti vang tercanfum dalam putusan nomor 23-KPMITE-12ADT 2020
dalam hal im Terdakwa diduga telabh melakukan penvimpangan seksual vang berorientzsi
homoseksual yang dilakukan pada sesama anggota militer don 2 (dua) aparator penegak hukom
selaim militer yaite anggota polisi vang berdinas i Sidoarjo serta dengan seseorang vang
mengaku sehagai pegawal kejaksaan Ji Kahmantan, Adapun, terdapat 2 (dun) pasal dakwzan
yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan (Pasal 281 ayvat (1) KUHP dan Pasal 103
ayat (1) KUHPM» vang  bersifai opsional sehingga mengharuskan bagi Majelis Hakim
Pengadilan Militer 111-12 Surabaya untuk menentukan dakwaan alternatif manakah yang dinilai
sesuai dengan perbuatan yang dilakuksn oleh terdakwa sebagaimana fakta hokum vang
terungkap dalam persidangan,

Berdamr]-: latar belakang terseban peneliti edank untuk menelaah putusan dengan
nomor register  23-K/PMUIL-I2ZADVIF20N  khususnya mengenai  rafio  decidendi  hakim
Pengadilan Militer T1-12 Surabava dalam memeriksa, mengadili, dan memuius perkara vang
berkaitan dengan  perbuatan homoseksual terhadap angeota TN kemuodian ditingse - dalam
perspektif HAM spakoh eksistensi perbuatan homoseksual relevan untuk diterspkan dalam
konteks negara hukum (Indonesiay yang notabens menghormati lak asasi manusia,

METODE FENELITIAN

Jeniz penclivan vang digunakan dalam penelinan i vaiu penelitian vueridis aormanf
idocrringl fegal research). Penclitian yuridis normatif merupakan penclitian vang mengkaiji
terkan dengan mstrumen hukum, sses bukom. teon bekoum, dan doktrin hukum.” Penelitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang, pendekaran kasus dan pendekatan Konseptual, Objek
a

: Sduhaimin, 028, Mevede Peuefinien G, Maiarom Matarm University Press, him 784,
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1
kajian dalam penelitian ini yaitu Putusan dengan nomor register %-mm-lzmﬂnmmu.
lenis data veng digunakan dalam penelitian ini yaito dats selunder. data sekunder bersumber
dari studi kepostakaan, Data sekunder merupakan data vang diambil secara tidak langsung aleh
penelits, data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terdiri dari: bahan hukom
primer, bahan hukum sckunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ratio Decidend! Hakim dalam Mengadili Perkara Homoseksual pada Anggota T

Hakim sebagai salah sam aparatur penegak bukum mempunyal igas dan tanggungjzwaks
yang beser. karena setinp putusan vang berhasil dilahirkan seyogianya harus mencerminkan
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pencari gyeadilan. ldealnya untuk
mewijudkan juan hukom tersebot Hakim dalam memutes perkara wajh menggali. mengikat
dan memahams nifa-nilan hukum dan resa keadilan yang hadup dan berkembang i masyarakat
sehagaimana yvang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UL Kekuasaan Kehakiman yang berarti hokim
disngeap telah mengerti terkail dengan dasar hukum yang akan diaplikasikan  pada oo
decidendi dolam putuszn.

Pengaplikasian dasar hukum idealnys hamus dinifai berdasarkan barang bukti vang
terungkap dalom persidangon dan fakia hukwm vang ada kemudian dikonstruks: berdasarkan
pada dasar ukum vang relevan dan beradsarkanpada keyakinan Hakim {(hati nurim hakim},
Mamun keyakinan hakim tidak despat digunakan dengan bebas antinya terdapat limitatif bagi
Hakimgglalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, Tdealnya limitatif tersebut
diatur dalam Pasal 1 avat | Hjtﬂ Undang-Undang Hukum Pidana {(selanjuinya disebur KUTHP)
yang mengatur terkait dengan asax legalitas (Nulfum delicium nulla poena sine praevia lege
poenali) seseorang tidak dapat dipidana jika persiuran perundong-undangan fidak mengatur
terkait dengan perbuatan tersebui.

@icrtimbangan hukum yang digunakan olch Hakim Pengadilan Militer 111-12 Surshaya
dalam pusan Nomor 22-EPMU- 1 2ADVIFZ020 bersumber dan dua pasal vang didakwakan
aleh Odiner Milieer vaite dakwaan pertama bersumber dar Pasal 281 ayat | KUHP dan dakwaan
kedua bersumber dan Pasal 103 ayat {1) KUHPM. Berdasarkan dakwaan dari Oditur Militer
karena dalam lal i erdapst 2 altematil Pasal yang haros disesuaikan dengan Fakus hukum dan
barang bukti vang ada dalam persidangan maka Hakim mempertimbangkan dan membai sesus
dengan perbuatan yang dilakuken oleh terdakws  scbagaimana yang terungkap dalam fakia
hukum yang ada dalam persidangan.

Fukta hukum dalom potusan ind fercermin dari Keferangan para saksi, ketersngan
terdakwa dan surat-surat vang dijedikan schagai barang bukti dalam persidangan. Adapun fakta
hukum vang relah dikonsiruksi dan alw bukn diatas dan diaplikasikan dengan dokwann pertama
dari Oditer Militer yang bersumber pada Pasal 281 ayat {17 KUHP menvatakan: “Barangsiapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.™ Berdasarkan pasal tersebut terdapat 2 (dua)
ursur yang harus dibukiikan dengan fakia hukum dan barang bukn yang ada dalam persadangin,
Adapun 2 unser yang dimaksud sebagai berikut:
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Barangsiapa.

Unsur barangsiapa lebih menitikberatkan pada subjek hukum dan tindak pidana,
sibjek hukem vang dimaksud vailu setap orang atau siapa saja vang elah melakulkan
perbuatan yang melawan hukum.” Selaras dengan substansi yang telah diatur dalam Pasal
2 KUHP yang esensinya menyatakan bahwa “Aturan pidana dalam perundang-undangan
Indomesia berdaku bagi setiap orang vang melakukan perbuatan padana i dalam
Indonesia.” Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahoi dengan jelas bahwa setinp orang
dalam hal i anggota TN juga dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam frass
barangsiapa tersebur, sehingga rerdakwa yang notabene anggota TN ermasuk o
dalammnya.

Dalam hal ini Terdakwas masuk menjadi Prajurnt TN AD melaloi seleksi calon
Bintara {Secaba) di Jember pada tabun 2008, serelah dinyatakan lulus maka Terdakwa
diternpatkan di Denma Divid 2 Kostrad Malang berpangkat Sersan Kepala (Serka) sampai
dengan Terdakwa melakukan perbuatan homoseksual. Fakta hukum selanjutnya yaitu
Terdakwa dalam persidangan dalam kondisi sehat jasman dan roham hal in dibuktikan
ketika Terdakwa hisa menjawab pertanyasn vang diajukan oleh Hakim, Oditor Militer
dan Penasihat Hukumnyva sehingga Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab
terkait dengan perbuatannya, sehingga unsur baramgsiapa telab rerpenuhi.

Diengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,

Dengan sengaja | dofis) merupakan bagian dan kesalahan (sofud ). selams dengan
penjelasan menurul Meworie Van Toelichiing yang esensinya menvalakan seseorang
vang berbaat salah dengan kesengajaan (opzed) pada intinya sesecrang ersebut tidak
menggunakan  kemampuannya, kecakaspannya, kehendaknya dengan  schagaimana
mestinyia justre dalam bal im0 diboat dengan kesesatan berpikic (logical fallacy) atau
keliru sehingga perbuatan tersebut dilakukan atas faktor kesengajaan dalam perbustan
tindak pidana.’

Selanjutnya dalam unsur kedua terdapat frasa “terbuka”, Pemaknaan kata terbuka
vantl rersingkap, tdak ermump dan dapar diketahu oleh khalayak umum, Merojuk pada
Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Mei 1902 yang esensinya menyatakan perbuatin vang
melanggar susila & depan khalavak umoim, bukan saja pecbuatan tersebotl hinyia dapat
dilakukan i tempat vang tidak reruiup dan vang dapal dikunjungi oleh setap orang
melainkan perbuatan tersebut dapat juga dilihat dan tempat umum meskipun pertasatan
tersebut tidak dilakukan di empat vmum.”

Dralam unsur yang kedua terdapar frasa “melangear kesusilaan”, Pemaknaan kata
kesusilaan yaitu sopan santun, adab dan adat istiadat yang baik. Melanggar kesusilaan
berarti berentangan dengan sopan suniin, adab dan adar istiadat vang baik, Melanggar

" Hony A, Wakindors, coal 1K, Urenr Sdelawan Hokam seng Subgckmt diam Tindok Mdam Pescuran Pasald 552 KU, Lex Crmen Vol
1%, Mo & hlm, 242

* Trsanm Pascal Moctann, 8121, Teelemahan Belenmpe Suphn Beloh Pemivahanm Wealeak i Songfrecine din Webosk van Sane oo
Wertertandsei fue 5§ Bedauis don KLU fudme st ), Tokiaris Selai: sttt for crminal pstice eeform. nim. 104

* AR Papeneon. 2006 Tmibk Pidin dergan Seuapsis dan mrbuks Melanggar Ecasilan dalam Poal 231 KUNP (Kajian Poisan
BMlahkimudi Aping Maunmie HEEPIFDOITIL o Comien Yol 7. Mo 3, b, 61,
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kesusilaan dalam konteks asusila mengarah pada perbuntan vang bertentangan. merusak .
dan melawan adat istiadat, norma agama, norma kesopanan, dan nilai-nilai yvang dihidupi
clehy masyarakar (fivieg vl dalam delik asusila perbuatan tersebut dapat dikstakan
bertentangan apabila perbuatan tersebut mengammh pada hal-hal yang berhubungan
dengan “alat kelamin™ yang berdampak pada perasaan jijik, perassan malo dan
menimbulkan nafsu birahi, (Misalnva merabah buah dada. memegang alat kelamin
wanite atau laki-laki),

Dralam hal i Terdakwa melakukan perbuatan homoseksual sebagaimuna vang
divraikan dalan Fakta hukem berikun
Terdakwa tinggal di rumah susun Davif 2 Kostrad lantai [V kamar nomor 413 Kab.
Malang sejak tahun 2069, Terdakws sant berpangkat Serson Dun (Serda) mengenal
dengan Saksi 4 selake atzsan terdakwa di Mess Divisi Infanteri 2 Kostrad Takarta ketka
ada acara rapat. Selanjutnya pada tahun 2002, terdakwas menghubungi Saksi 4 uniuk
menginformasiken bahwa dirinya sedang berada di Mess Divisi Infanten 2 Kostrad
Jakarta, kemudian Saksi £ menerangkan bahwa Ta akan berkunjung ke kediaman
terdakwa dan terdakws mempersilshkan Saksi 4 untuk berkunjung. Bahwa Saksi 4
berkunjung di kediaman terdekwa. lalu melihat kamar yang ada di mess selanjutnya Saksi
4 meravo erdakwa untuk melakekan hubungan badan,

Adas ravuan dari Saksi 4, Terdakwa dan Saksr 4 melakukan hubengan badan
dengan cara berciuman lalu saling terangsang  kemudian Saksi 4 meminia  uniuk
mermasukan alar kelaminnya ke dalam anus terdakwa dan dinaik-tununkan sekitar 5
memit, Dalam hal i erdakwa merasa Resakitan setelah Saksi 4 memasukan aba
kelaminya kedalam anus terdakwa. kemudian Saksi 4 melepaskan alat kelaminnya dari
anus  terdakwa dan kemodian ferdakwa  keloar memnggalkan Saks: 4. Terdakwa
menyadari bahwa perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan vang mengarah pada
lextian, gav, bisexsual, transgender (LGBT),  terdakwa dikategorikan sebagai gay
(ketertarikan terhadap sesama laki-laki) dan bisexvswa! (ketertankan dengan perempsan
dan laki-lakii, wronisnva dalam bal in terdakwa telah memkah dan elah dikarunial
seorang anak.

Balwa Saksi 4 Serka Gas (nama samaran) kKetika masih kecil mendapatkan
pelecehan  homoseksual olel seorang pegawai sablon an. Imer (namas  smmaran),
pelecchan tersebut berlangsung berkali-kali sampai dengan Imet berkelunrga. Saksi 4
mengakul perngh melakukan perbuatan homoseksual dengan sesama anggota THI vang
berjumlali 10 prajerit (dengan pangkal vang berbeda diketahun anggota vang permah
berhnbongan dengan saksi 4 vaitu berpangkat Sersan Dua(Serda), Sersan Satu{Sertu).
Sersan KepalaiSerkah, Sersan Mayor (Sermw), Kapien, Mavor dan Letnan Kodonel
(Letkaly serta 2 arang sipil.

Bahwa benar saksi | Serka Dadang {nama samaran) dan saksi 2 Kapten Waluyo
(mama  samaran)  pemah  mengetahin adanva ST Kasad No, ST/24972002  vang
substansinyg menckankan prajurit dilavang  wntwk melakukan tindakan ssusila baik
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keluarga besar tentars (KBT) atmupun perbuatan penvimpangan tindak asusila LGHT.
Meskipun dalam hal ini terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak pernsh mengetzhui
adanya Sural elegram tersebut (Tiksi hukum) tetap berlaku, Empat ahun setelahnya
tepatnya pada tohun 2016 terdakwa mengenal dengan saksi 5 Lettn Cahyo (nama
samaran} dan berkomunikasi menggunakon aplikasi wechar, kemudian terdakwa dan
sakal & beremu di depan Ajen Divif 2 Kostrad saat saksi 5 menjadi perwing remags vang
pada =aat ite ditampung di Divif 2 Kostrad. setelah perkenalan tersebut. terdakwa
mempersilahkan saksi 5 jika ingin berkunjung ke Divil 2 Kostrad lantai IV Kamar nomaor
413 Malang, kemudian saksi 3 mengkenfirmasi  jika ingin berkunjung di kediaman
terdakwa. Setelah sampai di mess, kemodian terdakwa mempersilahkan masuk saksi 5
Izlu terdakwa menotup pintu don menguncinya. Lalu keduanya berbincang-bincang
kemudian keduanya saling merespon mata dan kemodian mereka mulai bercioman,
berpelukan dan menggesck-gesckan alab kelamin sampal merasakan nafsu birshi dengan
dibuktikan bahwa alat kelamin dari kedosnya tegang. Kemudian keduanya berpelukan
dan beraumul dari ruang tamu ke kasur namun belum sampal dengan khimaks keduanya
menghentikannys tanpa alosan yang jelas, dan dilanjutkan dengan berbincang-bincang
kemudian saksi 5 pamit pulang.

Adiapun ruang tamu vang digunakan untuk melakukan perbuatan bomosekseal
rleh terdakwa dan saksi 5 dilakukan di lempat yang terbuka karena diatos pantw terdapat
lubang yang ada ventilasi, dan dibawsh ada tempat duduk schingga sescorang hisa
melilat perbuatan tecsebut, selain it pada bagian dapur ada kerangka besi vang terbaka
sehingea penghum mosun 414 dapar melihat perbuatan terdakwa dan saksi 5. Ruwsun
nomaor 413 bukan rumah pribadi milik terdakwa melainkan milik Denma Divif 2 Kostrad
sehingga sewakiv-wakin Dandenma Divil 2 Kostrad bisa masuk ke kamar nomor 413,
Selain melakukan perbuatan homoseksual dengan saksi 4 dan saksi 5 terdakwa jugs
menjalin hubungan dengan anggota polisi vang berdinas di Sidoarjo an. Samso (nama
sarnaran b dan pegawai kejakssan di Kalimantan an. Jiku (nama samarand, Selanjutiny
terdapar chor terdakwa dengan Samri {laki-laki) teranggal 18 Juni 2019 vang isinva
terdapat kalimat “VC' dan panggilan sayang.”” Hal ini merupakan alat bukti petunjuk
bahwa terdakwa tertank dengan sesamia jenis.

Saksi 1 dan =aksi 2 telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tertanggal 22
Juli 2% dan 5 Agustus 209 dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mengakui telah
melakukan perbuatan homoseksual dengan saksi 4 dan saksi saks: 5. Alas perbustan
tersebut selanjutnyva pada tanggal 7 Agustus 2009 terdakwa melakukan pemeriksaan
terhadap keschatannys dan terdakwa dinyatakan positif' feonan immanodeficiency viris

(HIV},

Bahwa berdusarkan fakta hukum diatas dapat diketahun dengan jelas bahwa unsur kedus
*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Do hukom dakwaan pertama dari Oditer Militer relah terpenuhi, sefain o Gk hukom

di aas guaa didukung dengan alac bukn yang didapatkan dalam persidangan adapun alar bukin
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yang ditemukan dalam persidangan telah cukup bukti sebagaimana yang distur dalam Paszal 171
A} N‘nmnréi Tuhun 1997 tentung Peradilan Militer (sclanjutnyn disebut UL PM) yang
menyatakan Hakim idak boleh menjsubhkan pidana kepada seseorang kecwali apabila dengan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan
alar bukti di atas yang bisa didapatkan dan persidangan vaiu Keterangan saks {(saksi | Serka
Dadang, saksi 2 Kopten Waluyo, saksi 3 Serka Alon, saksi 4 Serka Gas dan saksi 5 Lettu Cahyo,
keterangan terdakwa, petunjuk (berupa chat antara terdakwa dengan Samri {laki-laki) bahwa
terdapat kata “rerdapat kalimat “VC dan pangeilan savang™ dan surat-surat (sate lembar fore HP
merk Samsung warna hitam, satu lembar foto hasil chatting, satu lembar hasil pemenksaan
laboratorium dari RS, Tk. U dr Soepranoen atas nama terdakwa, dan satu lembar foto rusun dan
kamar terdakwal schingea dalam hal ing Pasal 171 UL PM elah rerpenuhi,

Tuntutan Oditur Militer tethadap terdakwa agar dijatubi pidana, terdapat pidena pokok
yaitu dipenjara selama 10 bulan dan pédana tambahan yaitu dipecat dari Dinas TNI AD. Dalam
Bl ini penasihat hukum terdakwa menanggapi tuntutan dan oditur militer dengan mengeluackan
pledoi. agar terdakwa dijatuhi hukuman vang seadil-adilnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim
dalam memutus perkara harus mempertimbangkannya dengan tujuan hukum (kepastian hukwm,
keadilan dan kemanfaatan), Mengingat twjuan hukum bukan banva semata-mata untik balas
dendam melankan vntuk memberikan efek jera supaya terdakwa tGdak mengulangi perbustannya
lagi.”

Terdapat hal-hal yang merngankan dan memberaikan dalam faka persidangan vang
dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagn bakim dalam  puosan, Hal-hal  wang  Jdapat
micringankan hukuman terdakwa:

I, Terdakwa belum pemah dijatohn hukuman pidans msopun hukoman disiplin militer,
terdakwa tidok mempersulit jalannya persidangan. dan

2. Terndapat beberapa penghargaan atsu prestasi yang telah diperoleh terdakowa.

Sedangkan hal-hal vang memberatkan:

|, Terdakwa melanggar sapta marga butir kelima® dan sumpah prajurit butir kedua”

2. Perbuatan terdakwa dilakokan secara berlanjut,dan

3. Perbuatan homaoseksual yang dilakokan oleh terdakwa dikategonikan sebagai pelanggaar o
bera {larangan bagi prajunt vang melakukan hubungan asusila sesuma jenis),

Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa dengan dilandas: unsur kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena terdakwa relah dinvatakan posinf HIV emangeal
T oAgustes 2009 muka selaviaknyva terdakwa harus diberi Kesempatan uniek  mengobati
penvakitnya dengan tujuan supayva tidak menular ke orang lain, sehingga tuntutan dari oditur
militer dalam pidana pokok ipidana penjarap harus dipertimbangkan. Selain i odier militer
Juga menumier supaya terdakwa dipecal dari militer, maka hal tersebut harus dipertimbangkan

-
?me.ﬂlll.hrﬂuul‘trknmhmln Teors Hubum Pdima, Saroad Ko flskam. hlm /)00

* Bmyi dan sipm merga buiir be-5 vaiio kome pripmi TSI memegeng epah dispdn paivh dn o kepsby pimpien sma men pnmng lingg
wabiap dan kehuoshislan pajuril.

* Bunwi darz simipah prapied s ke -2 yae lindok pold ko dan seene pog tegih disipie Kepeajunilia
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berdnsarkan pada perbuatan yang telsh dilakukan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa
melakukan penyimpangan seksual yang berorientasi homoscksual secara berlanjut pada tahon
202 dengan saksi 4. kemodian pada whun 20016 rerdakwa kembali mengulangi  lagi
perbuatannys dengan saksi 5 bahkan perbuatan tersebut dilakukan dengan sparstur penegak
hukum selnin militer. Idealnya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bertentangan
dengan  milai-nilal yang dihidupi oleh anggota TNI dan perbuatan tersebut  mencoreng.
mengguncang  dan merssak nama  baik militer  khususnya  kesatuan  terdakwa  apabila
dipertahankan dari dinas militer tentunya akan berdampak dan mempengaruhi prajurit TN vang
lain sehingga perbuatan tersebur harus dinndak secora tegas. Konsekuvensi yurndis terkait demgan
pemecetan den dinas militer menurut hukum berimplikasi atas hilangnya semua hak-hak vang
diperolehnya dari militer (Pasal 26 ayat 2 KUHPM).

Bahwa atas dasar dgy petimbangan tersebut Majehs Hakim  memutuskan  bahwa
terdakwa telah terbukti dan secarn sah meyskinksn bersalah teloh melakukan tindak pidana
schagaimana yeng diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP, dalam hal imi Majelis Hakim
memidams terdakwa dengan padana pokok selama B bulan {(dikurangkan selama terdakwa
menjalani penahonan) dan pidana tambahan beropa pemecatan dari dinas militer TNT AD.

1
Tinjauan gurldls. Putiesan Nomor 23-FPMI-12ADTT 2020 berdasarkan Sodut Pandang
Hak Asasi Manusia (HAM).

Instrumen hukum yang mengatur tentaing perbuatan homoseksual pada dasamya telah
digtur dalam Surat Telegram Panglima TNI nomor ST/3982009 angeal 22 Tuln 2009 lo, 5T
Momor 5T/ I6ER2019 tertanggal 22 Oktober 2019 yvang esensinva mengatur entang larangan
bagi prajunt TNI untuk melakuken perbuatan asuvsila dengan jenis kelamin yang sama
{homoseksual atau leshian), diterapkan dengan ketentuan Pasal 103 gt (1) KUHPM, Sura
Telegram Panglima tersebut juga dicantumkan dan ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomaor 100 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Romusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 20000 sebaga Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan
adanva Surar Telegram Panglima tersebul seharusnya menjadi rambu-rambu bagl anggotn T
untuk tidak melakukan perbustan homoseksual. rambu-rambo tersebut dapat diinterpretasikan
sebiwgan batasan atau parameter yvang sehatusnya odak boleh dilangear secar Khusus oleh
anggora T,

fptesan yang telsh diatur dalam STES9S/208 Jo. STAGRRANY terlihat dengan jelas
dalam  pomsan Nomor 23-K/PMI-12ADVIE2020 hahwa terdakwa dalam hal ini tidak
mengindahkan ketentuan-ketentuan vang ada dalam ST Panghima tersebut, padishal dalam hal im
Kepala Satuan Angkatan Danat pada kesatuan terdakwa (Divit 2 Kostrad) menindaklanjuti 5T
Panglima dengon dikeloarkannya (ST Kasad Noo ST/24972002 vang substansinya menekankan
prajurit difarang uniuk melakukan tndakan asusila baik keluarga besar entara (KBT) ataupun
perbuatan penvimpangan tindak asusila LGBT). Schingga ketentuan yang telah diatur dalam
sural felegram tersehut dak  dilaksamakan oleh terdakwa, Perbuatan yang dilakukan cleh
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terdabown tidak hanya brrlglm:g.nn dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi anggotn
TN tindakan tersebut jugs bertentangan dengan konsep HAM vang berlaku di Indonesia.

HAM merupakan sk vang diberikan oleh Tuhan kepada manusia vang melekat pada
setiap individo, sehingga eksistensi HAM wajib untuk dijaga dan dilindungi. HAM merupakan
hak dasar vang secara kodrati telah melekat pada setiap individo manusia yvang bersifat universal
dan langgeng oleh Karena itn HAM perlu dijag@adilindungi. dipertahankan dan tidak ndak boleh
dikunmg;i-m Selaras dengan bunyi dan Pasal | ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 19499
tentang auk Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) vang menyatakan HAM
adalal “seperanghkat hak yvang melekat pada hakikar dan keberadaan manusa sebagai mahkiuk
Tuhan Y ang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihoomati. dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemenntah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
Tarkat dan martabat manusia,

Berdasarkan Pasal 1| oayat (1) UU HAM dapat diketahui bahwa cksistens: HAM wajib
dihormati. dijunjung tinggi den dilindungi ofeh negara don hokom. Dengan adanya HAM
tersebut, bukan berart setiap individu bebas wntuk melakukan hal apapun stae perbuatan apapui
dengan berlindung dibawah naungan hak asasi manusia dalam konteks negara hokom vang
berlaku di Indonesia terdapat limitatif. parameter dan batasan yang harus dijadikan sebagai tolok
ukurnya, Limitanf HAM telah diator dalam Koenstitesi yaite merojuk dalam Pasal 28 J Ayat (2]
LD NEI Tahun 1945 yvang menvatakan babwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,
setiap oreng wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud sematd-mata wntuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebazan
arang lain dan unuk memenshi nttan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilas-mla
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis™.

Konstitusi telah mengatur tentang batasan hak asasi manusia, konsekvens: vuridisnya
maka setiap orang wajib tunduk pada batasan yang telah diatur oleh komstitusi, Hak asasi
manusia bisa ditegakan apabila setisap orang sadar atas seperangkst kewajibannya dalam
menjalankan hak asasi manosia sebagaimana yang diaur dalam Pazal 67 UL HAM. Dengan
demikian setap orang (ermasuk anggota TR wajib untuk menjaga dan menghormati HAM.
karena seperangkst kewajiban tersebut pika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
tegaknya hak asasi manusia di Indonesia,

Indomesia merupakan bagian dan Persenkatan Bangza-Bangsa vang juga mengakui,
menghormate, dan menghargal Ceiversal Declaraion on Human Rights (UDHR) sebagas
landasan dalam menegakkan HAM di Indopesia, Seperts vang tercantum dalam Pasal 2% avar (2)
LIDHE yang menvatakan bahwa: “in the cxercise of his right and freedom, evervene shill b
subject only o such limitations as are determined by low solelv for the purpose of securing due
reeognilion ond respect for the rights and freedoms of others and of meeting e jus
regeriremenis of moraliey, public erder and the geneval welfore in o democratic sociene ™. Pasal
tersehut menekankan bahwa terdapat batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan

o lizhby Shadira Dhamayano, 2022, Pro-Konos Terhadep Pandangan Mengonas LGBT Berdosarkon Perspebol HAM. A gana, dn Hokum o
Tindimte=in. ST Lo doaaroal Wad. 2 Moo 2 klin. 23k
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tujuan untuk menjaga, mengakul dan menjamin terkait dengan pengakuan hak asssi manusia
orang lain. Batesan  tersebut  bersumber dar nolai-nidar moral, ketertiban umuom,  den
kesejalggrann masyarakat yang demokratis,

Putusan nomor 23-K/PM - 1I2ADAL2020 telsh mencerminkan tujuan hokum, hal ini
selarss dengan knm' negarn hukum dimana salah satunyas menjunjung tinggi dan menghormati
hak asasi munusin, Putusan nomor 23-KPMIN-12ADAFI0Z0 dalam melahickan putssannya
tercermin pada batasan-batasan vang telsh diatur dalam UUD 1945, UU HAM. dan UDHR
batasan vang dimaksud berdasarkan pada moralites, etika, nilai-nila yang dihiu:h.u' aleh
masvarakat, mila-nilai agama. dan Kesejalteraan masvarakat vang demokrans, sehinggs patuzan
nomor 23-K/PMU- I2AADVI2020 tidak honya menjaga kepentingan militer namun untuk
menjagy kescimbangan antara kepentingan hukum dan kKepentingan urmum.

KESIMET LAN

Putusan nomar 23- KPR UIL-12/ADVIF2020 lahir setelah adanva konstruksi dari fakia
hukum wang ada dalium perssdangan vang didasarkan pada rafio decidendi, ratie legss, dan
keyakinan dan Majelis Hakim schingga putusan tersebul telah mencerminkan kepastinn hukum,
keadilan dan kemanfaatan. Ratio decidendi yang dinplikasikan atas perbuatan terdakwa
bersumber pada Pasal 281 ayat (1) KUHP dikastkan dengan dengan fakua hukum vang tenmgkap
dalam perssdangan  kemudian dinngu dari perspeknd hak asast manuszia maka perbustan
terdakwa telnh bertentangan dan mengkesampingkan batasan-batasan vang telah diatur olch
Undang-Undang. nilai-nilai moral, etka, milai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban wmm.
Fonstituss telah mengatur mengenai batazan-batasan dalam pengaplikazian hak asasi manwsia
maka seyogianya hatasan-batasan tersebut harus dijalankan puna menjamin tegaknya hak asasi
manusia i Indonesia, Perbuatan homoseksoal secara kKhuses yang dilakukan oleh tendakwa
berientangan dengan nilai-nilai vang dihidupi oleh anggots THI1 dan tindakan tersebut juga
bertentangan dengan konsep hak sspsi mamusia yang berlaku di Indonesia sehingga perbustan
homoseksual dulam angeota THI harus ditisdak tegas,
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